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ABSTRAK 

Indonesia sebagai negara berkebhinekaan yang menjunjung tinggi Pancasila 

menghadapi tantangan konflik antar umat beragama yang dapat mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. Penelitian ini menganalisis perlindungan negara 

terhadap konflik umat beragama, dengan fokus pada jaminan hukum dan bentuk 

perlindungan yang diberikan, serta tata cara mekanisme penyelesaiannya. Rumusan 

masalah mencakup: (1) jaminan hukum negara terhadap konflik umat beragama di 

Indonesia; dan (2) bentuk perlindungan serta mekanisme penyelesaian konflik antar 

umat beragama. Pendekatan penelitian bersifat yuridis normatif, dengan analisis 

terhadap UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, 

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 

Tahun 2006, serta instrumen hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa negara telah menyediakan jaminan konstitusional yang kuat melalui Pasal 

29 UUD 1945 dan kerangka HAM, namun implementasinya terhambat oleh 

lemahnya penegakan hukum dan koordinasi lembaga. Bentuk perlindungan 

meliputi pencegahan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mediasi, 

dan penegakan pidana, dengan mekanisme penyelesaian yang bertahap mulai dari 

dialog preventif hingga proses peradilan represif. Kesimpulan penelitian 

merekomendasikan penguatan FKUB, reformasi undang-undang, dan peningkatan 

koordinasi antar lembaga untuk efektivitas perlindungan. Penelitian ini 

berkontribusi pada pengayaan kajian hukum konstitusi dan kebijakan kerukunan 

beragama di Indonesia 

 

Kata kunci :  perlindungan negara, konflik umat beragama, jaminan hukum, 

mekanisme penyelesaian, kerukunan beragama, hak asasi manusia. 
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ABSTRACT 

 Indonesia, as a nation of diversity upholding Pancasila, faces challenges 

from inter-religious conflicts that threaten national unity and integrity. This 

research analyzes the state's protection against inter-religious conflicts, focusing 

on legal guarantees and forms of protection provided, as well as the procedures for 

resolution mechanisms. The problem formulation includes: (1) the state's legal 

guarantees against inter-religious conflicts in Indonesia; and (2) the forms of 

protection and mechanisms for resolving inter-religious conflicts. The research 

approach is normative juridical, analyzing the 1945 Constitution, Law No. 39 of 

1999 on Human Rights, Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and 

Minister of Home Affairs No. 9 and 8 of 2006, and other related legal instruments. 

The research findings indicate that the state has provided strong constitutional 

guarantees through Article 29 of the 1945 Constitution and the human rights 

framework, but its implementation is hindered by weak law enforcement and 

institutional coordination. Forms of protection include prevention through the 

Inter-Religious Harmony Forum (FKUB), mediation, and criminal enforcement, 

with resolution mechanisms proceeding in stages from preventive dialogue to 

repressive judicial processes. The research concludes with recommendations to 

strengthen FKUB, reform legislation, and enhance inter-agency coordination for 

effective protection. This study contributes to enriching constitutional law studies 

and religious harmony policies in Indonesia. 

 

Keywords: state protection, inter-religious conflict, legal guarantee, resolution 

mechanism, religious harmony, human rights. 
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